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PERATURAN DAERAII KABUP TEN TASIKMALA V A 

TENTAN 

POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAIIMAT TUI-IAN VANG MAliA ESA 

LAVA 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah lIntuk menunjang pelaksanaan. 
pembangllnan di Daerah, perlu dibangun sllatu Sistem 
Pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada 
kepentingan masyarakat ; 

b. bahwa untuk me~ingkatkaIl pelayanan kepada masyarakat melalui 
pcmanlaatun sumber-sumber keuungan Daerah secara e1isien, 
efektif. dan ekonomis, perlu menata pengelolaan keuangan 
Daerah yang transparan dan bertanggungjawab; 

c. bahwa berclasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a 
clan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan 
dalam Pcratuntn Dacrah ; 

I . Undang lIndang Perbendaharaan Indonesia (Indische 

2. 

4. 

Comptabiliteitswet Staatblad 1925 Nomor 448) sebagaimana 
tclah diLlbah dcngan Ull~ang-unclan~ ~omor 9 Tahun '196R 
(Lembaran Negara RcpubllIk Indonesia I ahun 1968 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Neg ra Nomor 2860) ; 

Undang - lIndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentllkan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi lawn Barat 
(Berita Negara Tahun 195~) ; . 

Undang - undang Nomo' 72 Tahun 1957 tentang Penetap,:ll 
Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan 
Rumah Ncgeri kepada Pegawai Negeri sebagai undang-undang 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 1 'i8); 

Undang - undang Nomor 5 Tahlln 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 
104, 'rambahan Lembaran Ncgara Nomor 2043 ) ; 

5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lemba~an NegaIla Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor B839) ; . 

6. Undt.ng - undang Nomori 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1999 No lor 72, Tambahan Lembaran Negara 

. Nomor 3848) ; 



7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13 . 

14. 

1.5 . 

16. 

17. 

Unjang llndang Nomor 28 Tahlln 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korllpsi, 
KolllSi dan Nepotisme (L mbaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 
Tambahan 1embaran Negj ra Nomor 3851 ) ; 

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor, 47 Tambahan Lerhbaran Negara Nomor 4286) ; 

Peraturan Pemerintah No\nor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan 
Kendaraan Perorangan Dinas milik Negara (Lembaran Negara 
Republik Indunesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara NOllior 2967) ; 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 

~;;~a~ 0~1t~;~~~, ~~~~~~i~~~~;:;:n ~e:gUa~~~ ~:~rn;~~a2 )~ahun 
Peraturan Peme!·intah Ndmor 104 Tahun 2000 tentang Dana 
Perimbangan (Lbnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 201, Tambaham Lembaran Negara Nomor 4021) 
sebagaimana tel'ah diuba? dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
84 Tahun 200 II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun , I 
2001 Nomor 157" Tambalr n Lembaran Negara Nomor 4165) ; 

Peratllran Pen1eri ntah INomor 105 Tahlln 2000 ten tang 
Pengelolaan d!an Pertr nggungjawaban Keuangan Daerab 
(Lembaran Negara Repllblik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, 
Tambahan Lembaran Neg1ara Nomor 4022) ; 

Peraturan Pemerintah iNomor 106 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggllngjawaban Keuangan dal.?m 
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantllan (Leml;>.aran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tampahan 
Lembaran Negara Nomor I4023) ; . 

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 
Daerah (Lemboran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 

I 
Nomor 204, Tal\1bahan L .mbaran Negara Nomor 4024) ; 

I . . 
Peraturan Peme~intah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata eara 
Pertanggungjawaban Kepi la Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia TahUj! 2000 N <D mor 209, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4027) ; 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang . 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ; 

Peraturan Pemerimah Rewublik Indonesia Nomor 2 Tahun 200 I 
tentang Pengamanan danl Pengalihan Barang Milik / Kekayaan . 
Negara dari Pemerintah Ih isat kepada Pemerintah Daerah dalam 
rangka pelaksanaan Oton mi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor4073); . I " ' . 
Peraturan Pemenntah NOlillor 20 1 ahun 200 i ten tang Pembll1aan . I . 
dan Pengawa~an Atas ~enyelenggaraan Pemeri'ntahan Daerah 
(Lembaran Negara Repu lik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 , 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ; 
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Menetapkan 

• 

19. 

20. 

21. 

22, 

23. 

24, 

25, 

26. 

27, 

28, 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 
tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 1Negera, dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, serta Ju 11ah Kumulatif Pinjaman Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Dae ah ; 

Keputllsan Presiden Nomlor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara 
Penjualan Status Rumah Negeri ; 

Keputllsan Presiben Nom~r 81 Tahlln 1982 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahlln 1974 tentang 
Perubahan Penetapan Statbs Rumah Negeri ; 

Keputllsan Presiden NO~or 18 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Pelaksanah'l Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ; 

Keplltusan Presiden Non~or 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran I Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Tahlln [2002 Nomor 73); 

Keputllsan Ment~ri Dalam! Negeri dan Otonomi Daerah Nomor II 
Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 

Keputusan Mcnt,eri Dalan Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pengurusnn, Pertanggungiawaban Pengawasan 
Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan APBD, Pelaksanaan, 
Tatausaha Kellangan Daerah dan Penyusllnan Perhitungan APBD ; 

Peraturan Daerah Kabupa 'en Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 
tentang Tatacara dan TeRnik Penyusunan Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikrrlalaya ; 

Peraturan Daerah Kabupa en Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 
tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya ; 1 . . .. 

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003. 
tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya 

Dcngan persctujuan 

DEWAN PERW AKILAN JKY AT DAERAH 
KABUPATEN T ASIKMALA Y A 

MEMUTUSlO\N : 

I 
PERA TURAN DAERAH KABUPATEN T ASIKMALA Y A 
TENTANG POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN 
DARRAH. 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

i 
i Pasal1 

r:':i:al11 Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
I 

a. Daerah adalah Kabupaten Tasikmal:aya 
. I 

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

1. 

J. 

Tasikmaiaya 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikr alaya. 

Bupati adalah Bupati Tasikmalaya 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Perangkat Daerah adalah Perangkat Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, uinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan. 

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 
didalamnya segal a bentuk kekay~anlasset yang berhubungan dengan hak dan ' 
kewajiban Daerah tersebut, ..dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Bclanja 
Daerah. 

Pengelola Keuangan adalah suatu Instansi yang mengelola dan mengkoordinasikan 
seluruh perencanaan, pelaksanaan qan penatausahaan APBD Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya termasuk didalamnya penatausahaan pengadaan barang dan atau jasa. 

Satuan Kerja adalah Suatu OrgaI~ isas; Perangkat Daerah yang mempunyal pOS 
anggaran tersendiri pada APBD Kabupaten Tasikmalaya. 

Rencana Strategis Daerah adaJah DOkumen! Perencanaan Daerah yang ditetapkan 
Bupati atas persetujuan DPRD , selanjutnya disebut Renstra Daerah yang memuat 
visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Daerah. 

k. Arah Kebijakan Umum APRD adalah Nota Kesepakatan antara PClllcrintnh Dncrnh 
dan DPRD yang dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD. 

\. Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjalDaerah, selanjutnya disingkat RAPBD 
adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang disusun berdasarkan rencana 
anggaran yang diajukan oleh setiap Unit / Satuan Kerja dan akan diajukan oleh 
Kepala Daerah ke DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan. 

m. Anggaran Pendapatan dan Belanj ~ Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah 
suatu rencana keuangan tahunan Da'erah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan . 
Daerah tentang APBD. ' 

n. Pejabat Pengelola Keuangan DaeJah adala Pejabat at au Pegawai Daerah yang 
berdasarkan peraturan perundangl-undangan yang berlaku diberi kewenangan 
tertentu dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah. 

o. 

p. 

Pemegang Kekuasaan Umum Peng~lolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah 
yang karena jabatannya mempunyai kewe angan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelolaan keuangan dan kekayaan IDaerah dan mempunyai kewajiban 

I 

menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan terse but kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). I . 
Bendahara Umum Daerah adalah ~ejabat Y"lng diberi kewenangan oleh Pemegang 
Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan dr n Kekayaan Daerah untuk mengelola 
penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segal a bentuk kekayaan Daerah 
lainnya. 
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q. 

r. 

s. 

t. 

u. 

Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
menggunakan Anggaran Belanja Daerah. 

Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendabara 
Umum Daerah. 

Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan 
kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelJtksanaan APBD disetiap Satuan Kerja 
pengguna anggaran. I I . 
Pemegang Darang adalah pejabat / pegawai yang melaksanakan tata usaha barang 
Daerah. 

Satuan Pemegang Kas adalah Unit yang diJDimpin oleh Pemeg&ng Kas yang terdiri 
dari beberapa pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi· 
Keuangan Daerah. 

v. Pem~antu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi 
melaksanakan fungsi keuangan tertentu un~ k melaksanakan kegiatan pada satuan 
pemegang kas dalam rangka pelaksanaan I PBD di setiap Satuan Kerja pengguna 
anggaran. 

w. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah Un 'l{ Pembantu Satuan Pemegang Kas yang 
berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada Lembaga Teknis 
Daerah. 

Penerimaan Daerah adalah semua: peneriml an Kas 
Anggaran tertentu. 

x. Daerah dalam periode Tahun 

y. Pendapatan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam pcriode Tahun 
Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.1 

z. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun 
Anggaran tertentu : I 

aa. Belanja Daerah adalah semua pengeluamn Kas Daerah dalam periode tahun 
Anggaran tertentu yang menjadi kewajiban 9 aerah. . 

bb. Belanja Aparatur Daerah adabh Bagian belanja berupa Belanja Administrasi Umum, 
Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal yang hasil, manfaat dan · 
dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat / publik. 

cc. Belanja Pelayanan Publik adalah Bagian I belanja berupa Belanja Administrasi 
Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal yang hasil, manfaat 
dan dampaknya secara langsung dinikm'lti olf h masyarakat/publik. 

dd. Pembiayaan adalah transaksi keuangan Daerah yang dimaksud untuk menutup selisih 
antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daera 1. 

ee. Dana Cadangan adalah dana yang disisihk~n untuk menampung kebutuhan · yang 
memerlukan dana relatif cukup bes~r yang tiHak dapat dibebankan dalam satu Tahun 
Anggaran (Keputusan Menteri Dalam Negeri!Nomor 29 Tabun 2002). 

ff. Dana Depresiasi adalah dana yank disisihkan untuk penggantian aset pada akhir 
masa umur ekonomisnya. : 

I 
gg. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun La u adalah selisih realisasi pendapatan 

terhadap realisasi Be1anja Daerah dhn l11erup~kan komponen pembiayaan . 
. I 

hh. Kekayaan/ Asset Daerah adalah semua harta kekayaa'1 milik Daerah. baik barang 
berwujud maupun barang tidak berwujud (se erti hak paten, hak cipta dan lain-lain) . . 
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JJ. 

kk. 

II. 

Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari 
pemberian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan 
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang 
Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran ' atau ' 
standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, pengaturan, inventarisasi , 
pengendalian, pemeiiharaan, pe;l~amanan, pemanfaatan, perubahan status hukum 
serta penatausahaannya. ' . I 
Jasa adalah segala layanan penangananpeklerjaan dalam mencapai sasaran tertentu 
yang keluarannya berbentuk fisik dan non fisiko 

Perencanaan adalah kegiatan dan tindakaJ untuk menghubungkan kegiatan yang 
telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan 
tindakan yang akan c.atang. : . 

mm. Standarisasi Barang adC1.lah pembaJ:uan harga barang menurut jenis dan spesifikasi 
serta kualita.mya. 

nn. Standarisasi Harga adalah Pembakuan harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi 
dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu maksimal untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun. 

00. Penentuan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian ' 
kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan 
kebutuhan barang Daerah dan jasa yang ditudngkan dalam perkiraan anggaran. . 

pp. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang 
Daerah. ! 

qq. Penyimpanan adalah kegiatan untpk melak kan pengurusan, penyelenggaraan dan 
pengaturan barang persediaall didafam gudaog/ruang penyimpanan. 

iT. Pemeliharaan adalah kegiatan at~u tindak in yang dilakukan agar semua barang 
Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan 
berhasil guna. i 

ss. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang 
Dacrah datum bcntuk fisik, administratif dan tindakan upaya hllkllll1. 

tt. Pengeluaran adalah Kegiatan untuk menyalurkan barang dari gudang / ruang 
penyimpan ke Satuan Kerja Pemakai . 

uu. Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan / tindakan hukum dari Pemerintah 
Dacrah yang mengakibatkan terjadinya pen bahan status kepemilikan / penguasaan 
atas barang Daerah. 

vV. Penghapusan adalah kegiat8n atau tindakan untuk melepaskan pemilikat: / 
penguasaan atas barang D~erah , dengan menghapus pencatatannya dari .daftar 
inventaris barang Daerah. 

WW. Inventarisasi adalah kegiatan unt1i1k metakukan perhitungan, pencatatan data dan 
pelaporan barang Daerah. 

xx . Tukar menukar barang Daerah ad"lah pengalihan kepemilikan dan atau penguasaan 
barang tidak bergerak milik Daerah p&da fi 1ak lain dengan menerima penggantian 
yang menguntungkan Daerah. I 

yy. Penyewaan adalah penyerahan ha~ penggunaan / pemakaian barang Daerah pada 
pihak ketiga dalam hubungannyal sewa menyewa dengan ketentuan fihak ketiga 
tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa untuk masa jangka waktu 
tertentu. 

zz. Fihak Ketiga adalah masyarakat, baik peroramgan, kelompok maupun lembaga. 
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aaa. Panitia Pengadaan adalah Panitia Pengadaan / Pekeljaan yang ditunjuk berdasarkan 
Keputusan Bupati at au Kepala Satuan Kelja. 

rbb.Panitia Penaksir Harga adalah Panitia yang menaksir harga dan keadaan barang yang 
akan dihapus di:ui daftar inventaris. 

ccc. Utang Pemerintah Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai 
akibat penyerahan uang barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya 
berdasarkan peraturan perundang-uridangan yang berlaku. 

I 

ddd.Piutang Pemerintah Daerah adalah jllmlah uang yang menjadi hak Daerah atau 
kewajiban fihak lain kepad~. Daerah jsebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau . 
jasa oleh Daerah atau akibat iainryya berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. I 

eee. Pinjarnan Pernerintah Daerah adal~h semua transaksi yang rnengakibatkan Daerah 
menerima dari fihak lain sejllmlnh lInng atnu manfant bernilni liang sehingga Daerah 
terse but dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka 
pendek yang lazim terjadi dalam pe rldagangan. 

! 
fff. Pinjaman jangka panjang adalah Pinjaman Pemerintah Daerah dengan jangka 

waktu lebih dari satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali 
pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya yang harus dilunasi pada 
tahun-tahun anggaran berikutnya. 

ggg.Pinjaman jnngka pendek mlalah Pinjaman Pemcrintah Daerah clengan jangka waktu 
kurang atau sarna dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kern bali 
pinjaman berupa pokok pinjaman, ibunga, dan biaya lainnya harus dilunasi dalam 
tahun anggaran yang bersangkutan. i I 

hhh.Pertanggungjawaban akl1ir tahun ! anggaran adalah pertanggungjawaban Kepala 
Daerah kepada DPRD atas penyelellggaraan Pemerintahan Daerah selama satu tahun 
anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan 
tolok ukur Renstra. 

111. Pertanggungjawaban akhir masa ja14>atan adalah pertanggungjawaban Kepala Daenih . 
kepada DPRD atas penyelenggardan Pemt:A'intahan Daerah sdama masa jabatan . 
Kepala Daerah berdasarkan tolok u~ur Renstra. -

JJJ. Pertanggungjawaban . llntuk hal iertentu adalah pertanggungjawaban atas hal 
perbuatan pribadi Kepala Daerah I dan ata{l Wakil Kepala Daerah yang diduga 
mengandung unsur tindak pidana sewaktu-waktu selama masajabatan. 

BAB II 

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Bagian Pertama 

Kerangka Sistem 

I Pasal2 

I 

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah adalah merupakan sistem . yang integral 
I I dari sub sistem Perencanaan, P-slaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan 
I 

Daerah. 
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(1) 

(2) 

(3) 

Hagian Kcdua 

Pcjabat Pcngclolaan Keuanlgan Daerah. 

Pasal3 

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pemgelolaan Keuangan Daerah 

Bupati selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Um1Um Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagai mana dimaksud ayat (1), dapat mendelegasikan kewenangannya kepada . 
Sekretaris Daerah dan atau Satllan Kelja Pcngelola KCllangan Daerah. . 

Para pejabat pengelola keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Hagian Ketiga 

Asas Umum Pcngclohlan KCllangan Dacrah. 

Pasal4 

(I) Pengelolaan Kcuangan Dacrah clilaksanakan sccara tcrtib, disicn, clcktif, ckonomis, 
transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan as as keadilan dan 
kepatutan serta diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan 
masyarakat. 

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang­
undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. 

(3) Prinsip-prinsir akuntansi sebagaima~a dimaks d pada ayat (2), ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati . I 

I 
I 

P.asal5 
I 

(1) APBD merupakan Dasar ?engelolaan Keuan an Daerah dalam Tahun Anggaran 
tertentu. 

(2) APBD disusun dengan pendekatan kinerja. 

(3 ) Anggaran scbagnimann dimnksud padn nynl (2) Illcnggullnknn syslem lIngglll'tln yang 
mengutamakan upaya pencapaian hasil kelja atau output dari pcrencanaan alokasi 
biaya atau input yang ditetapkan. 

HAB III 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN aELANJA DAERAH 

Bagian Pertama 

Tahun Anggaran 

Pasal6 

Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) sama dengan Tahun Anggaran 
Pendapatan dan Belanj a Negara (APBN). 
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B~ gjan Kedua 

Struktur APBD 
i 
I 

Pasal7 

(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yat g terdiri dari : 

a). Pendapatan Daerah ; 

b).Belanja Daerah ; dan 

c). Pembiayaan. 

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua 
penerimaan ynng merupnkr\n Jl[\J~ Dncrah daJam satll luhlln yang abn menjadi 
penerimaan Kas Daerah. ~ I .. 

(3) Belanja Daerah sebagaimana pada ayat (1) hurufb, meliputi semua pengeluaran yang 
merupakan kewajiban Daerah dallam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi 
Pengeluaran Kas Daerah. I 

(4) Pembiayaan sebagaimana dil11aksud pada ayat (1) hurllf c, meJi pllti transkasi 
keuangan lInlllk menlltup detisit atau untuk memanfaatkan surplus. 

Pasal8 

(1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diklasifikasikan 
berdasarkan bidang Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Dalam rang~a penyusunan statistik keuangan Pel11erintah, klasitikasi struktur APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) besert1 kode rekeningnya disesllaikan dengan 
macam dan jenis kewenangan yang pimiliki Daerah. 

I 
(3) Sctiap bidang pcmcrintahnn sebagalmana dimakslId pada ayat (I), dilaksanakan oleh 

Perangkat-perangkat Daerah yang b:ertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban 
sesuai dengan tugas pokok dan fung:si masing-masing. 

Pasal9 

(1) Scm un Pcndapatan, Bclanja dan I PCl11bia) lan dianggarkan secara brlltto dalam 
APBD. 

(2) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi 
dicatat dan dikelola dalam APED. I 

(3) APBD, Peru bah an APBD danP~rhitllngaJ APBD ditetapkan dengan Peraturan 
Dacrah dan Il1Crllpakan dokllmen Daerah . 
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B~gian Ketiga 
t 

p'endapatan 

I Pasal tOl 
I 
I 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 7 ayat (1) huruf a, dirlnci 
menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. 

(2) Setiap Kelompok Pendapatan dirinci menurun Jenis Pendapatan. 

(3) Jenis Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci menurut Objek 
Pendapatan lIntuk sclanjutnya akan clirinci menllrut Rincian Objek Pendapalan. 

Bagian Keempat 

Bclanja 

Pasal 111 
I 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hurup b terdiri 
dari : 

a). Bagian Belanja Aparatur Daerah ; dan 

b). Bagian Belanja Pelayanan Publik. 

(2) Masing-masing bagian Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut 
Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operas i dan 
Pemeliharaan serta Belanja Modal. 

(3) Setiap Kelompok Belanja dirinci menurut Jenis Belanja. 

(4) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirinci menurut Objek Belanj a 
untuk selanjutnya akan dirinci menurut Rincian Objek Belanja. 

'PasaJ 12 

I 
(I) Belanja TidC}k Tersangka 'dianggarkian untuk pengeluaran penanganan bencana alam, 

bencana sosial atau pengeluaran ilainnya yang sangat diperlukan dalam rangka 
penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah. 

(2) Pengeluaran lainnya yang sangat mendesak dalam rangka penyelenggaraan 
kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Pengeluarar,-pengeluaran yang sangat dihmtuhkan untuk penyediaan sarana dan 
prasarana langsullg dengan . pelayanan Imasyarakat, yang anggarannya tidak 
tersedia dalam Tahun Anggaran 'yang bcrsangkutan. 

b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran 
yang telah ditutup dengan diduklmg bukti-bukti yang sah. 

10 
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filSal 13 

(1) Belanja Bagi Hasil merupakan belanja malam rangka bagi hasil pendapatan 
Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan den~an Keputusan Bupati . 

(2) Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja untuk membantu masyarakat I 
Lembaga Masyarakat Serta Instansi Lain / Insiansi Pemerintah dibawahnya. ' , 

(3) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan aianggarkan untuk pengeluaran dengan 
kriteria sebagai berikut : 

a. Tidak menerima secara langsung imbal ba ang dan jasa ; 

b. Tidak mengharapkan akan cliterima kembali dimasa yang akan clatang ; 

c. Tidak mengharapkan adanya hasil. 

Bagian Keenam 

Surplus dan Defisit Anggaran 

Pasal 14 

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat 
mengakibatkan teljadinya Surplus atau Deftsit Anggaran. 

(2) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l), terjadi apabila Pendapatan 
, Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah. 

(3) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi apabila Anggaran 
Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran elanja Daerah. 

(4) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimanfaatkan antara lain 
untuk transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal, dan 
atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TJhun bCljalan yang clianggarkan pada 
kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah. 

I 

(5) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibiayai an tara lain dari Sisa 
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun jYang Lalu, Pinjalll<ln Dacrah, Pcnjuulan Obligasi 
Daerah, Hasil Penjualan Barang Millik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana 
Cadangan, yang dianggarkan pada Kielompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah. 

I 
(6) Sisa Lebih Pcrhitungan Anggaran Tahu 1 bCI:ialall merupakanselisih dari " 

Surplus/Defisit ditambah dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos 
Pengeluanll1 Pembiayaan Daernh. 

Bagian Kctujuh 

Pcmbiayaan 

Pasal 15 

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dirinci me'nurut 
sumber pembiayaan yang merupakan Penerim an Daerah dan Pengeluaran Daerah. 

i 
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(2) Sumber pembiayaan yang merupakan Penerin aan Daerah dapat berupa : 

a). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Dalu ; 

b). Transfer dari Dana Cadangan ; 

c). Transfer dari Dana ueI=,resiasi ; 

d). Penerimaan Pinjaman dan Obligasi ; 

e). Hasil Penjualan Aset I?aerah yang dipisah an. 

(3) Sumber Pembiayaan yang,merupakan Pengeluaran Daerah dapat berupa : 

a). Transfer ke Dana Cadangan ; 

b). Penyertaan Modal; 

c). Transfer ke Dana Depresiasi ; 

d). Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo; 

.' p.). Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berjala 1 ; 

Bagian KedCl j Pan 

Dana Cadanj an 

Pasal 16 

(1) Pemerintah Daerah dapal membentuk Dana iCadangan guna membiayai kebuluhan 
dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu 1fahun Anggaran. 

(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menetapkan besaran dan 
sumber Dana Cadangan serta jenis progranr I kegiatan yang dibiayai dari Dana 
Cadangan tersebut. -

(4) Dana Cadangan yang dibcnlllk scbagaimnna climakslId pada ayal (1), hersumbcr c1ari 
kontribusi tahunan Penerimaan APBD, keeuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman 
Daemh dan Dana Darurat. 

(5) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) , 
dan semua pengeluaran atas be ban Dana Cadangan dieatat dan dikelola dalam APBD 
sehingga posisi Dana Cadangan di,laporkan jsebagai bagian tidak terpisahkan dari 
laporan pertanggungjawaban APBD. . 

I 
Pasal 17 

(1) Pengisian Dana Cadangan seliap tahun dian ' garkan dalam Kelompok pembiayaan 
jcnis pengeluaran daerah, objck Transfer kc D~na Cadangan. 

(2) Pengeluaran / penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada : 

a. Kelompok Pembiayaan, jenis Penerimaaln Daerah , Objek Transfer dari Dana 
Cadangan. 

b. Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Modal. 
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Bagian Kcscmbilan 

Dana Dcpt'csiasi 

Pasal 18 
I 
I 
I 
I . . 

(1) Aset Daerah berllpa Aktiva Tetap sielain tanah yang digllnakan 1I1ltllk operasional 
secara langsllng oleh Pemcrintah U1acrah didepresiasi dengan metode gari s lurus 
berdasarkan lImur ekonomisnya . , 

(2) Depresiasi atas Aktiva Tetap sebagaimana dimakslld pada ayat (1), dapat digllnakan 
llntllk pembentllkan dana, seIanj lltnt a disebllt Dana Depresiasi, gllna penggantian 
asset pada akhir masa umur ekonomis. 

I 
(3) Pengaturan pcmbcntukun !)unu Dcprcsia~i scbagaimunu dimaksud pad a ayat (2), 

disesuaikan dengan kemampllan kellangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menetapkan tujuan, be saran 
dan sumber Dana Depresiasi serta jenis penghantian aktiva tetap yang dibiayai dari 
Dana Depresiasi terse but. I 

(5) Tata cara pembukaan rekening khusus dan penatausai1aan Dana Depresiasi aka:n 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati . 

(6) Dana Depresiasi disimpan di rekening khusus dengan nama Dana Depresiasi Kas 
Daerah. 

(7) !)ana Depresiasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersul11ber dari 
kontribusi tahunan Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjal!lan 
Daerah dan Dana Darurat. 

(8) Semua sllmber penerimaan Dana Depresi?si sebagaimana dimakslld pad a ayat (6) , 
dan semua pengeluaran atas beban Dana Depresiasi dicatat dan dikelola daIam APBD 
sehingga posisi Dana Depresiasi dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari 
laporan pertanggungjawaban APBD. 

Pasal 19 

(1) Pengisian Dana Depresiasi sebagail11ana dil11akslld daIam PasaI 18 ayat (6), setiap 
tahun dianggarkan dalam KeIompok Pel11biayaan, Jenis PengeIuaran Daerah, Objek 
Transfer ke Dana Depresiasi. 

(2) Pengeluaran / penggllnaan Dana Depresiasi dianggarkan pada : 

a. Kelompok Pembiayaan, Jenis l?enerimaan Daerah, Objek Transfer dari D~na 
D 

. . I 
epreSlaSI ; . 

b. Bagian, KeIompok, dan Jeni s Belanja Modal. 
I , 
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Bagian Kesep,uluh 

Pinjaman Pcmcr-in~ah Dacrah 

Pasal 20 

(1) Penerimaan Pinjaman Pemerintah D,aerah dalam APBDdianggarkan pada Kelompok 
Pembiayaan, jenis Pcnerimaan DaelJah, Objel Pinjaman dan Obligasi, sesuai dengan 
jumlah yang akan diterima dalam Tahun Anggaran berkenaan. 

(2) Program dan kegiatan yang dibiayai d~ngan Pinjaman Pemerintah Daerah 
dianggarkan pada Bagian, Kelompok, lenis <Dbjek dan rincian Objek Belanja sesuai 
dengan penggunaan Pinjaman P~merintah DaJrah. 

I 
Pasal 21 

(I) lumlah pll1Jaman yang jatuh tempo pada tahun berkenaan dianggarkan pada 
Kelompok Pembiayaan, Jenis pengeluaranl Daerah, Obyek Pembayaran Pokok 
Pinjaman. 

(2) lumlah bunga, denda dan biaya administrasi pinjaman yang akan dibayar pada tahun 
berkenaan dianggarkan pada bagian kelompb

l 
k Belanja Jenis Belanja Administrasi 

Umum, Objek Bunga dan Denda, dan Rincian Objek Bunga dan Denda Pinjaman. _ 

:BAB IV 

PENYfUSUNAN APBD 
I 

Bagian Pertama 

Prinsip Dasl~ r PcnYUSjunan APBD 

I 
I 

IPasal22 

I 
I 

(1) APBD disusun dengan Pendekatan Kinerja berdasarkan tolok ukur yang tertuang 
I 

dalam Rencana Strategis Daerah, dan at au doWumen perencanaan lain yang sah. 

(2) Penyusunan APBD didasarkan padd usulan s tiap Satuan Kerja untuk mencapai visi 
dan misi Satuan Kerja yang mendukung p -ncapaian visi dan misi Daerah yang 
tertuang dalam Renstra Daerah. 

Pasal 23 
I 

Dalam menyusun APBD, j)enganggaran pengeillaran harus didukung dengan adanya 
kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. 

I 
Pasal 24 

(1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan da1aml APBD merupakan perkiraan terendah 
yang terukur secara rasional ymlg dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan . 

(2) lumlah belanja dianggarkan dalam APBD l erupakan batas tertinggi untuk setiap 
jenis belanja. 

/</ 
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Bagian Kedua 

Arah, Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD 

Pasal25 

(1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama 
DPRD menyuslill Arah dan Kebijakan Umum APBD. 

(2) Dalam menYlIsun Arah dan Kebijakan Umlll\l APBD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diawali dengan penjaringan aspirasi ;llasyarakat, berpedoman pada Rencana 
Strategis Daerah dan at au dokllmen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan 
Daerah, kinerja masa lalu serta pokok-pokok ebijakan [aerah di bidang-Pengelolaan 
Kellangan Dacrah . 

(3) Mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilakukan oleh DPRD dan Pem~rintah Daerah melalui metode perencanaan 
partisipatif, konsliitasi publik, uji publik atau metode lainnya sesuai nilai at au norma 
yang berlaku. 

Pasal26 

Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal"25 
Blipati menYllslll1 Stratcgi dan Prioritas APBD ul1tllk disampaikan kepada DPRD: 

Bagian Kctiga 

Usulan Program, Kcgiatan dan Anggaran 
I 
I 

Pasal27 

(1) Arah dan Kebijakan Umum APBD !sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (I) 
serta Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, ditetapkan 
oleh Bupati sebagai pedoman ba~i Perangkat Daerah dalam me nyu sun Usulan 
Program, Kegiatan dan Anggaran. 

(2) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) , 
disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran ~ inelja. 

Pasal28 

(l) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran setiap Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kelja 
(RASK). 

(L ) Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , disampa :kan 
kepada Satuan Kelja yang bertanggungjawJb menyusun anggaran untuk dibahas 
dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dengan mcmpertimbangkan kondisi 
ekonomi dan Keuangan Daerah. 

(3) Tata cara penYlisunan dan pembahasan R ,ncana Anggaran Satuan Kerj a akal1 
I 

ditetapkan lebih lanjut dengan Keplltusan Bupati. 
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(4) Hasil pembahasan Rencana Angga\'an Satllan Kel:ja sebagaimana dimakslld pad a 
ayat (3) ditllangkan dalam Rencana q,.PBD. 

(5) Pembahasan Rencana AilBD I11cnjadi Rancangan Peraturan Dacrah tentang APBD 
dilaksanakan bersama-sama ,u1tara Panitia Anggaran DPRD dan Tim Anggararl ' 
Eksekutif. 

Bagian Keempat 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

Pasal29 

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah 
tcntanb APBD dan lampiran-Iampirannya. 

(2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah s bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
terdiri dari : 

a. Ringkasan APBD ; 

b. Rincian APBD ; 

c. Daftar Rekapitlliasi APBD berdasarkan Bidang J'emerintahan dan Perangkat 
Daerah; 

d. Daftar JlImlah Pegawai per Golongan dan er Jabatan ; 

e. Daftar Pilltang Daerah ; 

f. Daftar Pinjaman Daerah ; 

g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah ; 

h. Daftar Ringkasan Nilai Akt iva Tetap Daerah : 

1. Daftar Dana Cadangan ; 

j. Daftar Dana Depresiasi ; 

k. Daftar Rekapitlliasi Program dad Kegiatan. 

(3) Rincian APBD sebagaimana dimad ud pada dyat (2) hurllf b pasal ini memuat uraian 
Kelompok, Jenis, Objek dan Rinci r n Objek Pendapatan; Bagian, Kelompok, Jenis, 
Objek dan Rincian Objek Belanja s9rta Kelompok dan Jenis Pembiayaan. 

Hagian Kclima 

Pen eta pan APBD 

. Pasal30 

(1) Bupati menyampaikan Rancangan Peratllran Daerah tentang APBD beserta 
lampirannya kepada DPRD 1I1ltuk mcndapatkan persetlljllan. 

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
disertai dengan Nota Keuangan sel~njutnya DPRD menetapkan agenda Pembahasan 
Rancangan Peraturan Daerah. 

(3) Sebelum Rancangan Peraturan Daetah sebag imana diu1aksud pada ayat (1) dibahas, 
DPRD mensosialisasikan kepada I11 f syarakat Il1tllk mendapatkan ·masllkan . ' 

(4) Masllkan dari li1asyarakat atas Ranbangan Peraturan Daerah di dokumentasikan dan 
dilampirkan pada Peraturan Daerah ;tentang APBD. 
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r aSal31 

i 
(I) Rancangan Pcraturan Dacrah tcntang APBD yang telah disctujui olch DPRb, 

ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Dacrah tcntang APBD paling lambat satu 
bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan. 

(2) Apabila rancangan APBD tidak disetujui D~RD, Pemcrintah Daerah berkcwajiban 
menyempurnakan rancangan APED tersebut. 

(3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus 
disampaikan kembali kepada DPRD selambat-lambatnya I (satu) bulan. 

(4) Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud 'dalam ayat (3) tidak disetujui 
DPRD, Pemerintah D(1.erah mcnggunakan APBD tahun scbclumnya scbagai dasar 
pengurusan Keuangan Daerah. -

Pasal32 

(1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati tentang 
Penjabaran APBD. I 

(2) Keputusan Eupati scbagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mcmuat urqian 
Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapat.'m; Bagian, Kelompok, Jenis, 
Objek dan Rincian Objek Belanja serta Kelom ok dan Jenis Pembiayaan. 

Pasal33 

(1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati menetapkan Rencana Anggarari 
Satuan Kcrja mcnjadi Dokull1cn Anggaran Sat Ian KClja. 

(2) Dokumen Anggaran Satuan Kelja sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), memuat 
pendapatan dun belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran. I 

(3) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan KClja paling lambat satu bulan setelah 
Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan. 

BABV 

PERUBAHAN PBD 

fla~ian Pcrtama 

Proses Penyusunan Rancangan Perubahan APBD 

Pasal34 

(I) Perubahan APBD dilakukan sehubul1gan dengan : 

a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan ~tau PemJrintah Daerah yang bersifat strategi~ 
b. Penyesuaian akibat tidak tcrcapainya target penerimaam daerah yang ditetapkCl!1 . 

c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak . 
I 
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) , 
(2) 

(3) 

I 

Dasar pertimbangan terjadinya Petubahan APBD sebagaimana dimaksud pad a 
ayat (1), dibahas bersama dengaI~ DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam 
Perubahan Arah dan Kebijakan UIl1lim APBD

1 

serta Perubahan Strategi dan Prioritas 
APBD. I 

Perubahan Arah Dan Kebijakan Ulmll11 APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas 
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oieh Bupati sebagai 
iJedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan 
dan anggaran. I 
Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud bada 
ayat (3), dituangkan dalam Perubahan R ·neana Anggaran Satuan Kel:ja dan 
disampaikan oleh setiap Perangkat Da rah kepada Satllan Kel:ja yang 
bertanggungjawab menYllslIn ~\I1ggaran lIntuk dibahas. 

Hasil pembahasan Perubahan Rencana A\1ggaran Satuan Kerja sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (4), dituangkan kc clalam Raneangan Pcrllbahan API3D. 

Rancangan Perubahan APBD merruat ang~aran daerah yang tidak mengalami 
perubahan dan yang mengalami pcrllbahan. 

Bagian Kcdua 

Dolullncn Rancangan Pcr.lturan Dacrah 
- I 

Tentang Itcrubahan APBD 

Pasal35 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Peraturan Daerah 
tentan.g Perubahan APBD dan Ial11piran-lampill~nnya. . .. 

Lamplran Rancangan Peraturan Dacrah sebagaumana dlmaksud pada ayat (I), terdm 
dari: 

a. Ringkasan Perllbahan APBD ; 

b. Rin-.:iall Perllbahall APf3D ; 
I 

c. Daftar Rekapitlliasi Perubahan 
Organisasi Perangkat Daerah ; 

~PBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan 

I 
d. Daftar Piutang Pemerintah Daera11 ; 

e. Daftar Pinjaman Pemerintah Daerah ; 
• I 

I 

r. Danar Investasi (Pt!nyt!rtaan Moqal) Pcmt!rintah Dat!lah ; 

g. Daftar Dana Cadangan ; 

h. Daftar Dana Depresiasi ; 

i. Neraca Pemerintah Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu. 

Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf b, memuat 
I 

uraian Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian (j)bjek Pendapatan; Bagian, Keiompok, 
Jenis, Objek dan Rineian Objek Belanja serta Kelompok dan Jenis Pembiayaan. 

18 
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I 

B I. K' aglan chga 
I 

Pcnctapan jPcrubahan APBD 

~asal 36 

(1) Rancangan Peraturan Daerah te*ang Perubahan APBD beserta lampiranriya 
disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk diminta persetujuan. 

(2) Penyampaian Rancangan Peraturanl Daerah Isebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
disertai dengan Nota Perubahan APBD dan selanjutnYJ DPRD menetapkan agenda 
pembahasannya. i 

I 

(3) Rancangan Peraturan Dacrah tCI~tarig Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD 
disahkan oleh KcpaJa Dacrah mCllj~di Pcraturan Daerah tentang Pcrubahan APB!) 
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anlggaran berakhir. 

Pasal 37 1 

(\) Peraturan Daerah tentang. PerubahaJ~ APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati 
tentang Penjabaran Perubahan APBD. 

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (I), disusun menurut Kelompok, 
Jenis, Objek, Rincian Cbjek Pendapatan; Bagian, Kelornpok, lenis, Objek, Rincian 
Objek Belanja serta Kelompok dan lenis Pembiayaan. 

Pasal 38 

(1) Bupati menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Ke~ja menjadi Perubahan 
Dokumen Anggaran Satuan K.elja, berdasark~n Peraturan Daerah tentang Perubahan 
APBD. 

(2) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kelja sebagaimana dimaksud pada ayat (I), . 
memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan oleh Pengguna A11ggaran. , 

(3) Penetapan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan 
setelah Peraturan Daerah tentang Peirubahan APBD ditetapkan. 

I 
I 

Bagian Kecmipat 

Pcnggcscran An 'garan 

Pasal39 

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penggeseran anggaran untuk meningkatkall 
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran. 

(2) Pengeluaran Anggaran dan besarnya jumla yang diperkenankan untuk dilakukan 
penggeseran, ditetapkan dengan Keputusan Bupati . 

(3) Penggeseran anggaran sebagaimana dimaks ld pad a ayat (1) dan (2), hanya pada 
objek belanja dalam satu kelompok ~ 

(4) Penggeseran anggaran sebagaimand dimaksu pada ayat (\) , dilaporkan ke DPRD . 

I 
/9 



I BABV 
I 

KEWENANGAN I}:EUANGAN DPRD, BUPATI 
: I 

DAN W AKIL mup A TI. 

I 
Pasal40 

(1) DPRD mempunyai kewenangan daIam menentukan anggaran belanja DPRD se§uaj 
dengan kemampuan keuangan Daer;ah. 

(2) Anggaran beIanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang beriaku dan ditetapkan daIam Anggaran 
Pendapatan dan BeIanja Daerah. i I 

(3) Anggaran Sekretariat Dewan meruRakan pendukung pelaksanaan kegiatan DPRD. 
I 
I 

I 

I Pasal41 

I 

(I) Kewenangan Bupati dan Wakil ~upati dL am menentukan hak keuangan guna 
mendukung tugas-tllgasnya ditetapkan daIdm , Anggaran Pendapatan dan BeIanja 

Daerah. I 
(2) Anggaran belanja sebagaimana ~imaksud pada ayat (1), disllsun berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yan~ berIaku. 

I 

i BAB VII . 

PENATAUSAHA~N KEUi NGAN DAERAH 

B : . P I aglan crtama 

Pemegang Kekuasaan Umum Pcngb'o'aan Keuangan Daerah. 

Pasal 42 

(1) Bupati adaIah Pemegang KekllaSml1~ Ullllllll Pr ngelolaan Keuangan Daerah 

(2) Pemegang Kekuasdan Ulllum PengFIolaan K~uangan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), paling lambat sat~1 bulan setelah pcnetapan AP13D, menetapkan 
keputusan tentang : _ : I 

I 

a. Pejabat yang diberi wewenal1g menandatangani Surat Keplltllsan Otorisasi 
(SKO) ; i 

b. Pejabat yang diberi wewcnanJ menandaangani Surat Permintaan Pembayara!l 
(SPP) ; I 

c. Pejabat yang diberi wewenang Inenandatangani Surat Perintah Membayar 

(SPM); I 
d. Pejabat yang diberi wewenang menandat31 gani eek ; 

e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Smat Pcrtanggungjawaban (SPJ) ; 

f. Pejabat yang diberi wewenang mengeIJ Ia penerimaan dan pengeIuaran Kas 
Daerah serta segaIa bentuk kekayaan da~rah Iainnya, yang selanjutnya disebut 
Bendahara Umum Daerah ; 

2() 



g. Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam 
rangka pelaksanaan APBD di setiap Satuan Kerja Pengguna Anggciran Daerah 
yang selanjlltnya disebllt Pcmcgang Kas; I . 

h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan 
pendapatan Daerah ; 

1. 

J. 

Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti 
pendapatan lainnya yang sah ; dan I . 
Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau peljanjian dengan 
Pihak Ketiga yang mengakir,atkan pendap~tan dan pengeluaran APBD. 

Bagian Kcdua 

Bcndahara Umum Dacrah 

Pasal43 

(1) Bendahara Umum Dacrah menatausahaknn kas dan kckayaan Daerah lainnya. 

(2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab 
kepada Bupati. I ' 

Pasal44 

(i) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat 
dengan cara membuka Rekening Kas Daerah .. 

(2) Pembukaan Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat lebih 
dari 1 (satu) Bank. 

(3) Pembukaan Rekening di Bank sd~agaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD. 

Pasal45 

Bendahara Umum Daerah setiap bulan ~1enyusun Rekonsiliasi Bank yang mencocokkan 
Saldo menurut Pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan Saldo menurut Laporan 
Bank. 

Pasal46 

(1) Uang milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang 
tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerahl 

i 
(2) Bunga Deposito, Bunga at as penempatan uang di Bank, dan Jasa Giro merupakan 

Pendapatan Daerah. . 
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Pasal47 

Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh bukti s2.h kepemilikan atau sertifikat 
atas Kekayaan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan 
tertib. 

Wasal 48 

Bendahara Umum Daerah m~nyerahkan bll~ti transaksi yang asli atas penerimaan dan 
pengeluaran uang secara hanan kepada Ul1It yang melaksanakan akllntansi keuangan 
Daerah lIntuk das1r pencatatan transaksi penerimaan dan pengeillaran kas. 

I 
Bagian Kctiga 

Pcngguna Anggaran 

Pasal 49 

(1) Kepala Satuan Kelja Perangkat Daerah / Lel1baga Teknis Daerah bertindak seb~gai 
Pcnggllna Anggaran. I 

(2) Penggllna Anggaran bertanggllngj*wab atas tertib penatallsahaan anggaran yang 
dialokasikan pada Satuan'Kelja yang dipimpinnya. 

I 
Ba~ian Kccmpat 

PCfncgang Kas 

I 
I PasalSO 

! I 
(1) Di setiap Perangkat Daerah ditunjuK 1 (satu) ~emegang Kas yang melaksanakan Tata 

Usaha Keuangan dan 1, (satu) Pemegang Barang yang melaksanakan tat a usaha 
barang Daerah. 

(2) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan non Struktural / 
FlIngsional dan tidak boleh mcrangkap seba rai pejabat pengelola keuangan c1aerah 
lainnya. 

(3) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemegang 
Kas dibantu oleh beberapa Pembanth Pemega i g Kas yang sekurang-kurangnya terdiri 
dari seorang kasir, seorang penyil~pan uang, seorang pencatat pembllkllan, serta 
seorang pembuat dokumen pengelu, ran dan penerimaan uang. 

(4) Pada Perangkat Daerah yang berta1ggungja ab atas Pendapatan Asl i Daerah, \ ugas 
kasir dibagi menjadi kasir penerimauang dan asir pembayar uang. 

(5) Pada Perangkat Daerah yang belrtanggungjlawab atas penata usahaan keuangan 
. daerah, pemegang kas ditambah sleorang , pembantll pemegang kas yang bertllgas 

menyiapkan srp Gaji. ' 

(6) Kepala Satuan KClja melakllkan I pemcriksaan kas yang uikclola olcll Saluan 
Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali . 
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Pasal 51 

(1) Dalam fungsinya sebagai penerima penda~atan Daerah, satuan Pemegang Kas .. 
dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai 
pengeluaran Perangkat Daerah.- I 

(2) Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimal~sud dalam pasal 50 ayat (6) wajib 
menyetor seluruh UJng yang diterimanya ke r ank at as nama Rekening Kas Daerah 
paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima. 

(3) Setiap Perangkat Daerah yang mempun) ai tugas memungut atau menerima 
Pendapatan Daerah Wajib mclaksanakan intensifikasi pemungutan pcndapatan. 

Pasal 52 

(I) Pada u:1it kelja yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan Retri busi 
Daerah dibentuk Satuan Pemegang Ka,s Pe I bantu yang bertanggungjawab kepada 
Pemegang Kas pada satuan kel:ja induknYa. 

(2) Satuan Pemegang Kas Pembantu sebagai ilana dimaksud pada ayat (I) wajib 
menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama rekening kas daerah 
paling lambat satu hari kel:ja sejak saat uang kas tersebut diterima . 

(3) Daerah-daerah yang karena kondisi gcografis !SUlit dijangkau dengan kOlllunikasi dan 
transportasi, ctapat melebihi ketentlllan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 53 

Satuan pemeganb kas dilarang m~nyimli'an kas yang diterimanya atas nama pribadi pada 
suatu Bank at au lembaga keuangan lail1Iha 

Pasal 54 

rormulir yang digllnakan dalHIll pcnata~lsHhaan SbtllHn Pemcgang Kas akan diatur iebih 
ianjut dengan Kepll tusan l:3upati. 

Bagian Kelima 

Pcncrimaan ~as 

Pasal 55 

: ! I 
(1) Setiap Penerimaan Kas disetor sepertuhnya ke Rekening Kas Daerah pada Bank 

(2) Bank mC;1geluarkan Surat Tanda ' Setoran (ST! ) at au Bukti Penerimaan Kas lainnya 
yang sah I 

(3) STS atau bukti Penerimaan Kas lainnya y ng sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menja,di dasar pencatatan 
akuntansi. 
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I 

Pasal 56 
I 

I 
I 
I 

(1) Untuk kelancaran penyetorarl kas, Pemerinah Daerah dapat menunjuk badan, 
lembaga kellangan atau Kantor Pos yang bcrtugas mclaksanakan scbagai fungsi 
Satuan Pemegang Kas. 

(2) Badan Lembaga Kellangan at au Kantor Pos ~ebagaimana dimaksud pad a ayat (1) , 
menyetor seluruh uang kas yang diterimanya secara berkala ke Rekening Kas Daerah 
di Bank. 

0) Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos Isebagaimana dimaksud pada ayat (I). 
mempertanggllngjav 'abkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bupati melalui 
Bendahara Umum Daerah. ' 

I 

(4) Tata Cara pertanggunsjawabJ.n Sd~agaiman l dimaksud p~l~b ~l\',\t ~ 2 ) ~iit~u~k. .m 
dengan Keputusan Bupati. -

l'asal 57 

(1) Semua Kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan 
SPM dibukukan sebagai pcngurangan atas Pos Belanja Dacrah. 

(2) Penerimaan-penerimaan seperti dimaksud pa~a ayat (1), yang terjadi setelah Tahun 
Anggaran ditutup, dimasukan pada Tahun I Anggamn berikutnya dan dibukukan 
pad a kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
Yang Sah. 

,. i 
Pasal 58 

(1) Penerimaan Kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak 
aset Daerah dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jL;nis Lain-lain 
Pendapatan A sl i Daerah Yang Sah. 

I 

(2) Penerimaan Kas yang berasal dari hasil penjllalan dan atau ganti rugi pelepasan hak 
aset Daerah yang dipisahkan, dibukukan pada kelompok Pembiayaan, jenis 
Penerimaan, objek Hasil Penjualan Aset Dae~ah Yang Dipisahkan. 

Pasal 59 

Penerimaan kas yang berasal dari pungutan atl u pOlongan yang akan 
Fihak Ketiga dibukukan pada Pos Hutang Perhit ngan Fihak Ketiga. 

Bagian KceL m 

l'cngcluaran Kas 
I 

I Pasal 60 

disetor kcpaua 

(1) Pengcluarun kas ynng I1lcngakibat <an bcbat API1D, tidak c1arat c1ilakukan sebeluli1 
Rancangan Peraturan Daerah tentahg APBD ditetapkan dan dimuat dalam LembaraJ~ 

Daerah. i 

I' 



(2) Pengeluaran ras sebagail11ana dil11aksud pama ayat (I), tidak terl11asuk Belanja 
Pegawai yang forl11asinya telah diteta~kan . I 

(3) Untuk pengeluaran kas atas beban AP,BD, terlebih dahulu diterbitkrm SKO atau Surat 
Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu yang ditetapkan dengan Keputusan 
B~~. I 

(4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan atas Dokumen 
A.nggaran Satuan Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah l11engenai 
hak diperoleh pihak yang menagih. 

Pasal 61 

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan Surat Bukti 
yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab at as 'kebenaran dan akibat dari 
penggunaan bukti tersebut. 

Pasal 62 

(1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, penggur a Anggaran mengajukan SPP kepada 
pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan. 

(2) SPP sebagaimana dimaksud pad a ayat (I), diajukan setelah SKO diterbitkan disertai 
dengan pengantar SPP dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja. 

(3) Pengajuan Pengeluaran Kas untuk Pembayaran Beban Tetap dilakukan dengan SPP 
Beban Tetap (SPP-BT). 

(4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas oleh Satuan Pemegang Kas dilakukan 
dengan SPP Pengisian Kas (SPP-PK)r 

Pasal 63 

Tatacara pembayaran dengan beban tetap dan pengisian kas diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati . I 

: I 
, 

~asal 64 

(I) Pengguna Anggaran dilarang melaku:kan tindJ an yang mengakibatkan beban APBD 
jika dana untuk pengeluaran tersehut tidak tersedia at au dananya tidak cukup 

tersedia. I 
(2) Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja 

Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan. 

(3) lumlah kredit anggaran setiap objek belanja Perangkat Daerah, merupakan batas 
tertinggi pengeluaran belanja. 

Pasal 65 

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak l TerSang~a sebagaimana dimaksud Pasal ,12 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati da~ diberitahukan kepada DPRD paling lambat satu 
bulan terhitung sejak Keputusan ditetapkr n. 
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I 
jPaSal 6, 

(1) Pengguna Anggaran Wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan . 
cara rnembuat SP J yang dilampiri dcingan bukiti-bllkti yang sah. 

(2) SPJ berikut larnpirannya sebagaim~na dimaJ sud pada ayat (1), disampaikan kep~da 
Bupati paling lambat tanggal sepuluh'culan b~rikutnya. . . 

! I 

Pasal 6

1 Pengeluaran kas yang berupa pembayaran untuK fihak ketiga dalam kedudukan sebagai 
wajib pungut dibebankan pada Pos HlItang Perhit~ngan Fihak Ketiga (PFK) . 

I 

I 

Pasa) 68 

Formlilir yang digunakan dalam pelaksanaan penatallsahaan keuangan Daerah (' iatur 
lebih lanjut dengan Keputusan BlIpati. 

Bagian Kct juh 

;embiayar 

Pasa) 69 

Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran Tahun lalu, pada Tahun Anggaran berkenaan 
dipindahbllkllkan pad a kelompok Pembiayaan, "enis Pcncrimaan Daerah, Objek SiSH 
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu. 

Pasa) 70 

(I) Dana Cadangan dibllkllkan dalam rckeninJ tcrsendiri alas nama Dana Caclangan 
Pernerintah Daerah, yang dikelola oleh Bendahara Ul11Ul11 Daerah. 

(2) Dana Cadangan tidak dapat digllnakan unt~k membiayai program I kegiatan lain 
diluar yang telah ditetapkan. . I 

(3) Program I kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 nyut (3), dilaksanakan apabila Dana Cadangun yang 
disisihkan telah tercapai. 

(4) Untuk pelaksanaan program/kegiatan sebagairnana dimaksud pada ayat (3), O.ana 
Cadangan dimaksud terIebih dahllill dipindahbllkllkan I ditransfer ke Rekening Kas 
Daerah. 

I 
Pasal 71 

Penatausahaan pelaksanaan program / kegiatl yang c'ibiayai dari Dena Cadangan 
diperlakukan sarna dengan penatausahaan pelaksanaan program I kegiatari lainnya. 



.. 

• 

BAB VIII 

INVESTASI 

Pasal 72 

(l) Pemerintah Daerah dapat melakukc.n Inves asi dalam bentuk penyertaan modal , 
dep0sito ata~ bentuk investasi lainnya. I 

(2) Investasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai 
berikut: 

a. Telah memperhitungkan segal a resiko yan T mungkin teljadi ; 
I . 

b. Dilakukar pad a perusahaan dar atau lembaga yang terpercaya ; 

c. Memberi munfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat ; 

d. Memb~rikan manfaat bagi perlllasan pemerataan pembangllnan, kesempatan 
b.::rusaha dan kesempatan lapangan kerja ; I 

e. Tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah ; dan 

f. Memherikan keuntungan yang memadai . 

(3) Investasi dalam bentuk penyertaan modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah 
mendapat persetujuan dari DPRD. 

BABIX 

PIN.JAMAN PEMERINTAH DAERAH 

Bagian Kesatu 

Sumbcr dan Jcnis Pinjaman IPcmcrintah Dacrah 

Pasal 73 

(1) Pinjaman Pemerintah Daerah ;ang dapat bersL nber dari : 

a. Dalam Ncgcri ; dan 

b. Luar Negeri. 

(2) Pinjaman Pemerintah Daerah dari dalam ncgeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) huruf a bersum ber dari : 

a. Pemerintah Pusat ; 

b. Lembaga Keuangan Bank; 

. c. Lembaga Keuangan Bukan Bank; 

d. Masyarakat; dan 

e. Sumber Lainnya. 

(3) Pinjaman Pemerintah Daerah dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) . 
huruf b dapat berupa pinjaman bilateral at au p,injaman multilateral. 

Pasal 74 

Pinjaman Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) jenis ; 

a. Pinjaman .Tangka Panjang ; 

'0. Pinjaman Jangka Pendek. 

, . 
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; 
Bagian Kcdua 

Pcnggunaan Pinjaman P~mcrintah Daerah 

Pasal 
I 

J 
(1) Pinjaman Jangka Panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan 

prasarana dan modal Badan Usaha Milik Daerah yang merllpakan asset Daerah dan 
dapat l11enghasilkan penerimaan i untllk pembayaran kembali pinjaman, serta 
memberikan manfaat bagi pelayanan masyantkat. 

(2) Pinjaman Jangka Panjang tidak dapat ~igllnakan lIntllk membiayai Belanja ' 
Administrasi Umllm serta Belanja Operasi dah Pemeliharaan. 

I 
Pasal 71 

Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek guna pengaturan ants kas 
dalam rangka Pl!ngelolaan Kas Daerah. 

Bagian Kctiga 

Batas Mal{simum .Jumlah Pinjallan Pcmcrintah Dacrah 

Pasal 77 

Pinjaman Jangka Panjang yang dllakllkan oleh Pel11erintah Daerah wajib memcnuhi 2 
(dua) ketentuan sebagai berikut : 

a. .Jumlah Kumlliatif pokok Pinjaman Pel11erintah Daerah yang wajib dibayar tidak 
melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jUl111ah Penerimaan UmUl11 APBD tahun 
sebelumnya ; dan ' I 

h. I1crclasarkall proyeksi pellerimnHn dan pcngcllll\l'lln Dllerah lahunHn sclall1(\ j,1Jlgk ,1 
waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua 
setengah). 

\ 
Pasal 78 

(I) Jumlah maksimum Pinjaman -Jangka Pendek adalah 1/6 (satu per enam) dari jumlah 
belanja APBD tahun anggaran berj~.Ian . 

I 

(2) Pinjaman Jangka Pendek dilakukan de gan mempertimbangkan kecukupan 
Penerimaan Daerah untuk mel11bayar kembali pinjuman tersebut pada waktunya. 

(3) Pelunasan Pinjal11an Jangka Pendek wajib cltselesaikan dalal11 tahun anggaran yang 
berjalan. 
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B .I K a~an ' et:i pat 

Batas Maksimum Ja1gka Waf tu Pinjaman Daerah 

rasal 7, 
(I) Batas maksimum jangka waktu Pinjaman Jangka Panjang disesuaikan dengan Ulllllr 

ekonomis asset yang dibiayai dari pinjaman tersebut. 

(2) Batas maksimum masa tenggang disesuaikan !dengan m2sa konstruksi proyek. 

(3) Jangka waktu Pinjaman Jangka Panjang adalah termasuk masa tenggang, 

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber 
dari luar negeri, maka jangka waktu pinjaman dan masa tenggang ditetapkan 
Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRID, 

(5) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber 
dari Iuar negeri, maka jangka waktq pinjamal dan rnasa tenggang disesuaikan dengan 
persyaratan r-injaman luar negeri ya11g bersangkutan. 

Bagian Kclim:l 

Larangan Penjarninan 

IPasal 80 , 

I 
(1) Pemerintah Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat sebagai penjamin 

terhadap pinjaman pihak lain yang mengakib~tkan beban atas keuangan Daerah. 

(2) Barang milik Daerah yang digunakan untuk rhelayani kepentingan umum tidak boJeh 
dijadikan jaminan dalam memperoleh Pinjaman Pemerintah Daerah, 

Bagian Keenarn 

Prosedur Pinjdrn.m l'eJ erintah Daerah 

I Pasnl 81 

I 

(1) Setiap Pinjalnan Pemerintah Daeral{ dilakukan dengan persetujuan DPRD. 
I 

(2) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dima!<.sud pada ayat (1), Daerah 
mengajukan pinjaman kepada calO\i pemberi ~injaman. . 

(3) Setiap Pinjaman Pemerintah Daerah dituankkan dalam surat perjanjian pinjaman 
antara Pemerintah Daerah dengan pemberi pinjaman . 

(4) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Bupati 
atas nama Pemerintah Daerah dan pemberi pil~jaman . 

Pasal 82 

(1) Untuk memperoleh plllJaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah 
I 

mengajukan usulan kepada Ment~ri Keuangan disertai Surat Persetlljllan DPRD, 
study kelayakan dan dokumen-dok~men lain 1ang diperlukan untuk bahan evaJuasi. 

(2) Perjanjian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditandatangani oleh 
Bupati dan Menteri Kellangan . 
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:: 

(l) Pinjaman Pemerintah 
Pemerintah PusaL 

I 
,Pasal 83 
I 

- i I 
Daerah yang bersun ber dari luar negeri dilakukan melalui 

I 
, I 

(2) Peml.!rintah Daerah dapat melaku~an pinjaman yang bersumber dari luar negeri , 
setelah terlebih dahulu mendapat persetujua1 dari Pemerintah Pusat. 

(3) Untuk memperoleh Pinjaman Pem~rintah Daerah yang bersumber dari luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada c.yat (1), Pemerintah Daerah mengajukan usulan 
pinjaman kepada Pemerintah P'Jsat disertai surat persetujuan DPRD, study kelayakan 
dan dokumen-dokumen lain yang diperiukan. 

(4) Terhadap usulan Pinjaman PClllerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri 
sebaguimana dimaksud pada ayat (3), Pen~erintah Pusat melakukan evaluasi dari 
berbagai aspek untuk dapat tidaknya menyetl~jui usulan terse but. 

(5) Apabila Pemerintah Pusat tclah memberikan \persctujuan sebagaimana dimaksud paela 
ayat (4), Pemerintah Daerah mengadakan perundingan dengan calon pemberi 
pinjaman yang hasilnya dilaporkan untuk me dapatkan persetujuan Pemerintah Pusat. 

(6) Perjanjian Pinjaman Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri 
ditandatangani oleh Bupati dengan pemberi pinjaman luar negeri. 

I 

Bagian Kct juh 

Pcmbayaran Kcmbali Pinjaman Pcmcrintah Dacrah 

' l'asal 84 

( 1) Sem ua pembayara n y an g men.: ad i k ew,\j i bJ Pemeri n tah Daerah yang .i atuh tern po 
atas Pinjaman Pcmcrintah Dacruh mcrllpakan prioritas lIntuk dianggarkan dal ' lI11 
APBD. 

(2) Pembayaran kembali Pinjaman Pemerintah J;)aerah yang bersumber dari luar negeri 
oleh Pemerintah Daerah, dilakukan dalam rhata uang asing sesuai yang ditetapkan 
dalam perjanjian pinjaman Illar negeri. 

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melllenlilhi kewajiban pelllbayaran atas Pinjam an 
Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat memperhitungkan 
kewajiban tersebut dengan Dana Alokasi Umum kepada Pemerintah Daerah. 

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas Pinjaman 
Pemerintah Daerah yang bersumber dari Luar Negeri, maka kewajiban tersebut 
diselesaikan sesuai perjanjian pinjama'1. I 

Bagian Kcdclapan 

Pcmbukuan dan claponm 

l'asal85 

(1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Pemerintah Daerah 
dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan Daerah. 
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• 
(2) Keterangan tentang semlla P:njaman -Jangka Panjang ditllangkan dalam lampiratl' 

APBD. 

(3) Bupati melaporkan kepada DPRD secara berkala dengan tembllsan kepada Mentei-i 
Keuangan tentang perkembangan jllmlah kew~jiban Pinjar,1an Pemerintah Daerah dan 
tentang pelaksanaan dalam rangka memenllhi kewajiban pinjaman yang telah jatllh 

tempo. I 
I-

I 
Pasal 86 

(1) Pinjaman Pemerintah Daerah .i.9-ngka pendek dan jangka panjang disalurkan melailli 
Rekening Kas Daerah. 

(2) Pcnatausahaan pelaksanaan program / kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman 
_ Pemerintah Daerah diperlakllkan sal11a dengan penatallsahaan pelaksanaan program / 
kegiatan lainnya. 

(3) Semlla penerimaan dan kewajibaq da1am rangka Pinjaman Pemerintah Daerah 
dicanlllmkan dalam Dartnt' Pinjaman ' PCl11crin ah Dacrah. 

I 
I , 
I 

iBAB X 
I 

BARAN G / JASA 

Baban Kcsatu 

pcngclolaian Barang Dacrah 

~)aSal 87 

Pengelolaan Barang Daerah terdiri dari : I 
a. Perencanaan dan penentllan keblltllhan barang 

b. Pengadaan 

e. Penyimpanan dan penyaluran 

d. Inventarisasi dan pemeliharaan 

e. Perubahan status hukllm dan pcnghapllsan . 

'Pasal 88 

I 
Dalam hal pengelolaan barang Daerah menghasilkan penerimaan, 111aka peneri111aan 
tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetor seluruhnya seeara bruto ke 
Rekening Kas Daerah. I 

(1) Barang D8.erah yang berasal dari /ihak etiga berupa donasi, hibah, bantuan,­
sllmbangan, kewajiban dan tukar I glliing )lang menjadi milik Pemerintah Daerah 
dituangkan dalam berita aeara. 

I 

(2) Barang Daerah sebagaimana di111aksud pad ayat (1) diukur berdasarkan nilai wajar 
dari harga pasnt' atau nilai renggan~i . 
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Pasal 9, 
(1) Penerimaan Barang yang berasal dad fihak ketiga berupa hibah, bantuan, sumbangan 

dan tukar guling yang menjadi milik Pemerintah Daerah diserahkan kepada Bupati 
melalui Pengelola Barang Daerah dan haru~ dituangkan dalam Berita Acara serah 

terim~. ; I.. . . 
(2) Penenr:laan Barang yang mcrupa~an kewq.llban fthak ketlga kepada Pemenntah 

Daerah berdasarkan pel:janjian dan pelaksanaan dari suatu perjanjian wajib 
diserahkan kepada Bupati melalui tepala In tansi Pengelola Barang Daerah disertai 
dokumen yang lengkap yang dituanikan dalal Berita Acara serah terima. 

(3) Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah melaksanakan penagihan terhariap 
kew~iiban fihak ketiga sebagai1l1an~ dimaksl d pada ayat (2). 

Pencatatan Barang Daerah 
Daerah. 

Pasal 91 

dilakukan sesuai bengan 

. I 
Standart Akuntansi Pemerintah · 

- B~gian Ker ua 

Pejabat PerigeIola Barang Daerah 
I I 
I Pasal 92 

(1) Bupati menunjuk Pejabat dan Perangkat Daerah untuk membantu pelaksanaan 
pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa Daerah. 

(2) Sekretaris Daerah sebagai Pembantu Kuasa Otorisator Dan Ordonator barang Daerah , 
bertanggungjawah atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar Pejabat / 
Unsur. 

(3) Pengelola barang Daerah karena jabatannya sebagai Pembantu Kuasa Barang (PKB) 
menjalankan fungsi Ordonator barang Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan 
barang pada Satllan Kerja. 

(4) Kepala Satuan Ke~ja karcna jabatannya scbagai Pcnyelenggara Pembantu Kunsa 
. Barang (PPKB), berwenang dan bertangunlgjawab at8s Pengelolaan Barang Ducrah 

dilingkungan Satuan Kerja masing-masing. . 

(5) Pemegang Barang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang Daerah 
yang ada dalam pengurusannya atas perintah Pembantll KlIasa / Ordonator barang· 
Daerah atau pejabat yang ditllnjllk olehnya dan membuat surat pertanggungjawaban 
kepada Bupati. 

(6) Apabila dipandang perlu dapat diangkat Pembantu Pemegang Barang yang bertugas 
men gurus barang Daerah dengan keputusan Kepala Satuan Kerj a dengan' 
memperhatika:l bobot lingkup kelj~. 

I 

I ' 



Bagian K11iga 

Pcrcncanaan Pcncntuan Kcbutuhan dan Pcngadaan 

P~lsal 93 

(1) Pengelola Barang Daerah berkewajiban menyusun : 

a. Standari3asi Barang ; I 
I 

b. Standarisasi Kebutuhan Barang \; 

c. Standarisasi Harga. 

(2) Perumusan Rencana Kebutuhan I3 ~rang Daerah untuk setiap unit yang dibiayai dari 
Anggaran Pendapalan dan Belanj4 Daerah digunakan sebagai dasar dan pedoman 
dalam mclakukan suatu tindakan di1bidang kebutuhan barang. 

I 

(3) Dalam melaksanakan belanja barang Daerah ditetapkan standarisasi dengan 

Keputusan Bupati. : I 
(4) Tatacara perencanaan kebutuhan barang Daerah dan pemeliharaannya diatur dengan 

Keputusan Bupati. 

Bagian Keempat. 

fcngadaan 

; Pasal 94 
I 
i 
I 

(1) Prinsip-prinsip pengadaan barang l dan jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran 
Belanja Daerah adalah sebagai berikut : 

a. Hemat, efisien dan sesllai dengdn kebutuhan teknis yang disyaratkan / ditetapkan ; 

b. Terarah dan terkendali sesuai ' dengan I kebutuhan dalam melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi Perangkat Daerah ; 

c. Mengutamakan penggunaan produksi dallam negeri ; dan 

d. Memberikan kescmpatan berusaha bagi pengLlsaha kedl, menengah dan kopcras i. 

(2) Prosedur dan mekanisme pengadaan oarang dan jasa diatur lebih lanjut dengan 
Keplltllsan BlIpati. 

Pasal 95 

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang Dab'ah dan ~asa dilakukan oleh Panitia Pengadaan I 
Pekerpan Daerah (P3D) yang dlbentllk dengan Keplltusan Bupati . . 

(2) BlIpati dapat menetapkan kebijakah tentanJ pengadaan / Pekerjaan Unit lIntuk ha l 
yang bersifat khllsus melalui Paniti ~ Pengad~an / Pekerjaan Unit (P3 U). 

I 

(3) Panitia Pengadaan / Pekeljaan se9agairnana dimaksud pada ayat (I) . dan ayat (2) 
bertugas menyelenggarakan proses pengadaan dan mengusulkan calon pemenang 
kepada Bupati / Kepala Satuan Kelj a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
lIndangan yang berlaku. I 

]] 
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'Pasal 96 

I 
(1) Susunan Panitia Pengadaan / Pekerjaan Daerah (P3 D) akan ditetapkan lebih lanjut 

dengan Keputusan Bupati. I . 
(2) Susunan Panitia Pengadaan / Pekerjaan Unit (P3U) ditetapkan lebih lanjut dengan 

. Keputusan KepaJ::t Satuan Kerja. I 

Pasal 9 

(1) KepaJa Satuan Kelja bertanggungjawab untuk membuat Daftar Hasil Pengadaan 
Barang dalam lingkllngan wewenangnya dan wajib melaporkan / menyampaikan 
Daftar Hasil Pengadaan Barang ker ada Bupati melalui Pembantu Kuasa Barang 
setiap 3 (tiga) bulan satu kali. , 

(2) Pengelola Barang Daerah bertanggungjawa@ untuk membuat Daftar Hasil Pengadaan 
Barang Daerah yang merupakan kompilasi realisasi pengadaan dalam satu tahun 
anggaran sebagaimana dimaksud rada ayat 1(1) dan merupakan lampiran perhitllngan 
APBD tahlln bersangkutan. ; 

I I . 

B:agian Kelima 
I 

Pcnyimp~nan dan Pcnyaluran 

, Pasal 98 
i I 

(1) Semua hasil pengadaan barang ~Daerah yang bergerak diterima oleh Pemegang 
I 

13arang atau Pcjabat / Pcgawai yang ditllnjll" oleh Kepala Satllan Kc~ia. 

(2) Pemegang Barang atau pejabat yang ditunjuk melakukan tugas-tugas Pemegang 
Barang berkewajiban melaksanakan penatal!lsahaan barang Daerah. 

(3) Kepala Satuan Kerja .;elaku atasan langsJ ng Pemegang Barang, bertanggllngjawab 
atas terlaksananya tertib administrasi baran~ sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimakslld pada ayat (1) yang berupa 
persediaan disimpan dalam gudang / tempaj penyimpanan lain. 

I 
Pasal99 

Hasil pengadaan bar,lIlg tidak bergerak, diterima olch Kcpala Satuan Kel:ia atau Pcjahat 
yang ditunjuk, kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Pembantu Kllasa Barang 
Daerah. 

PasallOO 

Penerimaan Barang Daerah scbagaimana din akslId dalam Pasal 98 ayat (1) dilakllkan 
setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang sedangkan pemeriksaan barang 
sebagaimana dimakslld dalam Pasal 99 dilakt kan setelah diperiksa Instansi tekni s yang 
berwenang dengan membuat berita acara pemdriksaan . 

J.f 



PasallOl 

(\) Pemeriksaan Barang Daerah dilaksanakan oleh Panitia Pcmeriksa Barang Da~rah 
(PPBD) atau Panitia Pemeriksa Barang Unit (PPBU). 

(2) Susunan Panitia Pemeriksa Barang Daera (PPBD) akan diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Bupati. 

(3) Susunan Panitia Pemeriksa Barang Unit (PPBU) dibentuk dengan Keputusan Kepala 

Satuan Kerja. 

(4) Panitia Pemeriksa Barang berlugas menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang 
diserahkan sesuai dengan persyara~an yang Jtertera dalam Kontrak atau Surat Perintah 
Kerja (SPK) dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAP). . 

I 
I Pasal 102 
I 

I 
Pengeluaran barang ole!1 Pemegang Barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah 
Pengeillaran Rarang (SPPB) dari Kepala Satllan Kerja . 

B~gian Keenam 

Pemeliharaan. 
I I 

Pasal t 03 
I 
I 

Pengelola Barang Daerah sebagai pel~ksana ordonator barang Daerah bertanggungjawar, 
atas pemelihara3.n barang Daerah. 

Pasal 104 

I 
(1) Pelaksanaan pemeliharaan barang Daerah sebagaimana dimakslld dalam Pasal 103 

. dilakukan oleh Pengelola Barang Daerah. I 
(2) Pelaksanaan Pemeliharaan Barang sebagaimana dimakslld dalam ayat (I). 

berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD). 

Pasal 105 

(I) Kepala Satuan Kelja bertanggllngjawab 1I tuk membuat Daftar Hasil Pemeliharaan 
Barang dalam lingkllngan wewenangnya dan wajib melaporkan Oaf tar Hasil 
Pemeliharaan Barang tersebllt kepada Bupati melalui ' Pembantu Kuasa Barang 
Daerah setiap semester. I 

(2) Pembantu Kuasa Barang D8.erah meneli ~ i laporan dan menyusun Daftar Hasi I 
Pemeliharaan Barang yang _dilakukan da am 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai 
lampiran perhitungan anggaran lahlln hcrkcl aan. 
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Bagian Kctujuh 

Invcntarisalsi 

Pasal 10) 

(1) Pembantu Kuasa Barang Daerah selDagai Pusat 
bertanggungjawab untuk mcnghiml~un hasil inventarisasi 
dokumen kepemilikan. 

Inventarisasi Barang 
barang dan menyimpan 

(2) Kepala Satuan Kerja bertanggungjawab un uk menginventarisasi seluruh barang 
inventaris yang ada di lingkungan tanggungjawabnya. 

\3) Daftar Rekapitulasi Inventaris sebagaima a dimaksud pada ayat (2), harus" 
disampaikan kepada Pembantu Kuasa Barang Daerah setiap semester. 

Pasal 107 

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan s l nsus Barang Daerah sekali dalam 5 (lima) tabun 
untuk menyt:sun Buku Inventaris cjan Buku Induk Inventaris beserta Rekapitulasi 
Barang. ! 

(2) Pembantu Kuasa Barang Daerah sebagai Pusat Inventaris Barang (PIB) 
bertanggungjawab atas pelaksanaan sensus bal ang . 

(3) Pelaksanaan sensus barang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

P~lsal 108 

Pembantu Kuasa Sarang Daerah bertanggungjaL b untuk meilyusull dan menghimpul1 
Laporan Mutasi Barang setiap semester dan Daft~r Mutasi Barang selama 1 (satu) Tahun 
Anggaran dari seluruh Satuan Kelja. I . 

la~al 10, 

(l) Setiap hasil belanja barang dan atau belanja modal baik yang dibiayai dari APBD 
maupun dana lainnya yang merupa~an milik Daerah harus diserahkan kepada Bupati 
melalui Petr.bantu Kuasa Barang paerah berikut Dokumen Kepemilikan dengan 
Berita Acara untuk penyelesaian inventarisasinya. 

(2) Berdasarkan Bertia Acara sebagaimana dil1aksud pada ayat (1), Bupati melalui 
Pembantu Kuasa Barang Daerah menetapkan pengelolalpenggunanya. 

(3) Kepala Satuan Kerja yang secara s~ruktural menjadi penanggungjawab pelaksanaan 
program kegiatan bertanggungjawalb sepenuhnya atas pelaksanaan ketentuan pada 

I 

ayat (1) . 

Bagian Kcdcl1apan 

Pcrubahan Status Hukum 
I 

Pasal 110 

(1) Barang Daerah dapat berubah status hukumn):,a dikarenakan : 

a. Penjualan; I 
b. Penghapusan; 

c. Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

I 
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(2) Dengan adanya perubahan stafus hukum barang Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), maka hak kepemilikannya berpindah dan harus dihapusbukukan dari Daftar 
Inventaris. 

(3) Setiap penghapusan Barang Daerah 'dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. I3arnng tidak bcrgerak dan baral1g bergJ ak bcrupa Kcndaraan Dinas Perorangan 
dan Operasional ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat 
persetujuan DPRD. 

b. Untuk bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali sesuai peruntukan 
semula yang sifatnya mendesak atau melinbahayabn, penghapusannya ditetapkan 
dengan Keputllsan BlIpati. I . 

c. Untuk barang-barang inventaris ,lainnya itetapkan dengan Keplltusan Bupati. 

(4) Tata cara penj lIalan, pCllghapusaii dan POllcpasan hak alas tanah dan bangllnHn 
ditetapkan dengan Keputusan Bupak 

(5) Perubahan status hllkum barang Df erah yang menimbulkan penerimaan disetorkan 
. sepenllhnya ke Kas Dacrah. I I 

! 

I 
Pasal 111 

Pcnghapusan barang Daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) , 
dilaksanakan oleh Panitia PcnghapLlsan Barang Dacrah (PPBD) yang ditetapkan dcngan 
Keputusan BlIpati. 

Bagian Kcscmhilan 

Pcmanfaatan Uanlng Oacrah 

I 
iPasal 112 

: i 

(I) I3arang Dacrah ' da)Jat dimanfualkan un uk mcningkatkan pclayanan kcpmla 
masyarakat melalui : penyewaan, penggunau ahaan dan cara lainnya. . 

(2) Tata cara pemanfaatan I3arang OJerah ditctapkan lebih lanjut dengan Keplltllsan 
Bupati. 

I 
Bagian Kcsepuluh 

P~ngamanan 

Pasall13 
I 
I 

! I 
(1) Pengamanan barang Daerah dapa!' dllakukan dlengan cara : 

a. Pengamanan administrasi, yaitu dengan melengkapi sertitikat dan kelengkapan 
bukti-bukti ke~e.milik~n lainnya ;; I . 

b. Pengamanan fiSlk, yaltu dengan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan 
. barang; I I 

c. Tindakan hllkum, yaitu dengal{ cara melakukan upaya hukllm apabila terjadi 
pelanggarart hak atall tindc.k pidclna. 

I 
I 

I' 



. 
• 
., 

• 

(2) Guna pcngumunan dan mcmpcnnLldah idcntifikasi lokasi dan jenis barang digunukun 
I 

kode aset. . . I I ' . 
(3) Kode aset sebagallnana ' d1l11akslld pada ayal (2), dltetapkan selaras dengan kode 

rekening akuntansi. I 
I 

(4) Tata cara pengamar.an sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan 
Keplltllsan Blipati. 

Pasal 114 

Barang Daerahdapat diasuransikan sesllai dengan kemampllan kellangan Daerah dan 
ditetapkan sesllai denga:1 Peraturan Perlindang-lInldangan yang berlakll. 

BABXI 

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 

Pasal115 

(I) Sistem akllntansi yang meliputi prose's p,encatatan, penggolongan, penafsiran" ,­
peringkasan transaksi atau kejadian' kellangJ n serta pelaporan keuangannya dalam 
rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesllai dengan prinsip-prinsip akllntansi 
yang berterima llmllm . 

(2) Sistem akuntansi sebagaimana dimakslld pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan 
Keplltusan Bllpati. 

Pasal116 

(l) Dalam menerapkan Sistem Akllntansi Keuangc n Daerah sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 115 ayat (2), digunakan K9,bijakan Akuntansi yang mengatur perl akuan 
akuntansi lIntlik menjamin konsislens1i pelaporan kCllangan Daerah. 

(2) Perlakuan ak'llntansi sebagaimana 1 imakslld pada ayat (1), terdiri dari definisi, 
pengakllan, pengllkuran, peni!aian dan pengllngkapan pendapatan, belanja, . 
pembiayaan, aktiva, lItang serta ekllitas dana. 

(3) Kebijakan akllntansi berpedoman pad a Standar Akllntansi Kellangan Daerah yang 

berlakll. I 
(4) Penerapan Kebijakan Akllntansi sebagaimana dimakslld pada ayat (3), ditetapkan 

dengan Keplltusan BlIpati. 
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b. Perbandin6an antara realisasi d~n anggaran serta penyebab telj adinya seli sih 
antara realisnsi dengan anggaran ya; 

c. Konsistensi penyusunan laporan keuangan antara satu peri ode akuntansi dengan 
I 

periode akuntansi sebelumnya ; I 
d. Perebahan kebijakan akuntansi yang diterapkan ; 

e. Transaksi atau kejadian penting! yang tel:jadi setelah tanggal tutllp bllku yang 
mempengaruhi kondisi keuangan l; dan I 

f. Catatan - catatan terhadap isi laporan keulangan dan informasi tambahan lainn,Ya 
yang diperlukan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 
laporan keuangan. 

Pasal 120 

Laporan Perhitungan A PBD sebagaimat~a dimaksud dalam Pasal 119 ayat (I) huru( a, 
berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun 

I 
anggaran berkenaan, baik Kelompok Pendapatan, elanja maupun Pembiayaan. 

Pasal 121 

(I) Nota Perhitllngan Af>BD scb<lg<lilllan<-l dil11ukslld d"I<l111 Pas,1I 119 <ly<l\ ( 1) hllrllr h. 
disusun berdasarkan Laporan Perhitungan APBD. 

(2) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dinlaklsud pada ayat (I), memuat Ringkasan 
Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta Kinelj a 
Keuangan Daerah yang mencakup antara lain: 

a. Pencapaian Kinelja Daerah dalam rangka melaksanakan program yang 
direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, berdasarkan rencana 
strategik ; 

b. Pencapaian Kinerja Pelayanan yang dicapa ; 

c. Bagian belanja APBD yang digtmakan untuk membiayai Administrasi Umum, 
I 

kegiatan Operasi dan Pemeliharaan serta IBelanj a Me dal lIntlik Aparqtur Daerah 
dan Pelayanan Publik ; i . 

d. Bagian belanja APBD yang <1i igunakan untuk anggaran DPRD termasuk 
Sekretariat DPRD ; dan 

e. Posisi dana cadangan. 

Pasal 122 

(I) Lapor~n Aliran Kas sebagaimana dimakslldl pad a r asa I 119 ayat ( I) huruf , C" 

menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas. 

(2) Laporan Aliran Kas sebagaimana pada ayat (1) ,1 disllsun dengan metode langsung atau 
metode tidak langsung. I 

I ' 



. 
e 

• 

; 

• 

Pasa) 123 

(I) Neraca Daerah sebagaimana tlimaksdd pada I asal 119 ayat (I) hllruf d, menyaj ikan 
informasi mengenai posisi aktiva, utaAg dan eI<uitas dana pada akhir tahun anggaran. 

(2) Posisi akti 'v'a sebagaimana dimakSUd t ada aya1t (1), tidak termasuk dalam pengertian 
aktiva sumber daya alam seperti hut · n, sungai, kekayaan dasar laut dan kandungan 
pertambangan, serta harta peninggala . sejarah yang menjadi aset nasional. . 

I 

I 
BAB XIII 

PENYUSUNAN PERHITUNGAN APBD 

Bagian Perta a 

Proses Penyusunan Rancangan Perhitungan APBD 

I 

Pasal 124 
I . 

Setelah Tahun Anggaran berakhir, pejabat yang bertanggungjawab atas perbendaharaan 
dilarang menerbitkan SPM yang akan membebani r hun anggaran berkenaan. 

Pasa) 125 

(I) Agar Laporan Keuangan mengs ambarkan kOi disi keuangan yang benar dan wajar, 
pada rekening tertentu dalam Kelompok P ndapatan, Belanja, Pemhiayaan dan 
Ncraca tlilakukan penyeslIuian sebagai akiba timbllinya hak dan kew<~jiban yang 
diperhitungkan pada Tahun Anggaran berkena n. 

(2) Penyesllaian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan dengan membuat Jurnal 
pada Buku Jurnal Umum. 

P~sal 126 

(I) Bendahara Ullllllll Dacrah mcnlltllp semlla transaksi pencnmaan Kas setelah Tahlln 
Anggara'1 berakhir. 

(2) Selambat-Iambatnya satu hnri kc~ja sctclnh Tahun Anggnran berakhir, Bcndalwr:\ 
Ul11um Dacrah melakllkan penghitungan kas dan dituungkan dalal11 Berita !\cara. 

Pasa) 127 

( I) Setelah Tahun An ggaran berak h; r. sem ua bu k u ~ata Ian ak un tans; d; tu tu p. 

(2) Penlltllpan bllku catatan akllntansi sebagaimana dimakslId pad a ayat (1), dilakllkan 
dengan membllat Jurnal pada Buku JlIrnal Umuh, . 

(3) Sel11l1a transaksi yang teljadi setelah bcra,l hirnya Tahun Anggal'Hn bCl'kenaan 
dimasukkan sebagai transaksi Tahun Anggaran beriklltnya. 
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PHsa) 128 

(1) Satuan Kerja yang bertanggungjawab menYllslln Perhitungan Anggaran 
mempersiapkan Rancangan Pcraturan Dacrah tetang Perhitungan APBD . 

(2) Perhitungan APBD disuslIn menurut llrutan slIsunan APBD setelah perubahan. 

(3) Uraian Perhitllngan APBD terdiri dJri angga an setelah perubahan, rincian realisasi 
dan perhitungan selisih antara anggaran de gan realisasi pendapatan dan belanja 

4) 
daehr~h. l' 'h b' d' k d Id (3) d' , d . 1 . - . 

( Per Itungan se lSI se agalmana Ima su pa a ayat ,lsertal engan penJe as an 
tentang penyebab terjadinya selisih I antara anggaran dengan realisasi, baik karena 
faktor tcrkendali mnllplln yang tidak 1crkcndali penanggllngjawah program / kegiatan . 

Bagian Kedua 

Dokumen Rancangan Pcraturah Dacrah tentang Pcrhitungan APBD 
I 
I 

Pasal 129 
i 

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimakslld 
pada Pasal 123 ayat (1), disampai~an BlIp~ti kepada DPRD selambat-lambatnya 
6 (enam) bulan sctelah Tahlln Angga1an bcrakhir lIntlik mendapatkan pcrsetlljllan 

(2) Pcnyampaian rancangan Pcratllran Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (I), 
dilampiri dengan Nota Perhitllngan ArBD, Lar oran Aliran Kas dan Ncraca Daerah. 

(3) Sebelum Rancangan Perat\lran Daed h sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas, 
DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan. 

(4) Masukan dari masyarakat 'atas Rancangan Pe aturan Daerah di dokumentasikan dan 
dilampirkan dalam Peraturan Dacrah tentang Perhitungan APBD. 

I 
Bagian Keti~a 

Pcnctapan Pcrhitungan APED 

Pasa) 130 

, 
I 

(1) Agenda pembahasan Rancangan P:eraturan Dacrah tentang Perhitungan APBD 
sebagaimana dimaksud pada Pusal 119 ayat (I , beserta lampirannya ditentllkan oleh 
DPRD, 

(2) Rancangan Peratllran Daerah ten tang' Perhitungan APBD yang telah di setujlli DPRD 
ditetapkan oleh BlIpati. 

(3) Penilaian Pencapaian Kinelja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah sesllai dengan eraturan Perundang-undangan yang 
berlaku . 
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Pasal 111 

(I) Peraturan Daerah tentang Perhitungan A~BD ditindaklanjuti dengan Keputusan 
Bupati tentang Penjabaran Perhitungan APBID. 

(2) Penjabaran P~rhitunga~ APBD sebagaimaqa dim.aksud pad~ ayat ( 1~ , dil engkapi 
dengan lampmm-lamplran ya~lg merupakah baglUn yang tldak terpl sahkan dari 
Keputusan ~upati terse but. ! \ 

(3) Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari : 
I 

a. Ringkasan Pcrhitungan AP8D ; : \ 

b. Laporan Sisa Perhitungan Angg~ran Tahun Berkenaan ; 

c. Rincian Perhitungan API3D ; \ 

d . DanaI' Rckapilllla~;i Pcrhitllngnn APBD bcrdasarkan Bidang Pcmcrintahan dan 
Organisasi Perangkat Daerah ; 

e. Daftar Piutang Daerah ; 

f. Daftar Pinjaman Daerah ; 

g. Daftar Investasi (Penyertaan Moqal) Daerah ; 

h. Daftar Realisasi Dana Cadangan ~ 
1. Oaf tar Realisasi Dana Depresiasi I; 

I 

J. Daftar Cek yang M.asih Belum Diicairkan ; 

k. Daftar Aset yang dlperoleh pada Tahun Berkenaan ; dan 

I. Laporan K.euangan Badan Usaha iMilik Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan 
Rugi Laba dan Laporan Aliran Kas. \ 

(4) Rincian Perhitungan APBD sebagai~ana dimaksud pad a ayat (3') huruf c, memuat 
uraian Kelompok, lenis, Objf;k dan r. incian Objek Pendapatan; Bagian, Kelompok, 
Jenis, Objek dan Rincian Objek Bela'lja serta Kclompok dan Jenis Pcmbiayaan. 

I , 

BAB XIV 

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGA WAS AN 

Baian pertaJ a 

Pe:nbinaanl 

rasal 132 
I 

(I) Pembi"aan pengelolaan keuangan Da~ah dilakL an oleh Bupati. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayht (1) berupa pemberian pedoman, 
bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi dan evdluasi di bidang pengelolaan keuangan 
Daerah . 
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Bagian KC<rua 

Pengawasan 

I 
Pasal133 

(1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan 
pengawasan atas pelaksanaan APBD. I . 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan bersifat pemeriksaan. 

(3) Pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Peraturan . 
Perundang-lIndangan yang berlaku. I 

Pasal 13f 

(1) Pengawasan internal terhadap Pengelolaan I Keuangan Daerah, secara fungsional 
dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah. 

(2) Pengawasan . sebagaimana dimakslld pada I ayat (l), mencakllp seluruh aspek 
Keuangan Daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan 
program, kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah. 

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksu pada aycit (2), dilaporkan kepada 
BlIpati. 

I 

Fasal 135 

(I) Bupati dapat memberikan 1Jm keJada aparat pengawas selain pejabat pengawas 
internal sebagaimana dimaksud pad* Pasal 1 4 ayat (1). untuk pengawasan terhadap 
Pengelolaan Keuangan Dacrah sesu~i PeraturJn Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Sebelum melakukan pengawasan, !aparat pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). terlehih dahulu melakukan Itoordinnsi dengan Bndan Pengawasan Oaerah. 

! 

BABXV 
I 
I 

TUNTUT AN PERBEND~HARAAN DAN 

TUNTUTAN GANTI RUGI 

Pasal 136 

(1) Setiap kerllgian Daerah sebagai akibat perbu tan melanggar hllkllm baik disengaja 
ataupun tidak disengaja ha~us digantii oleh yang menyebabkan kerugian tersebut. 

(2) Setiap Kepala Satuan Kerj~ wajib ;egera mela~orkan kepada Bupati apabila diketa~u i 
terjadi kerugian pada Satmln Kelja yang dipimpinnya. 
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Pasal137 

(l) Bupati wajib melakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rllgi 
(TP-TOR) atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukllm atau 
kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. \ 

(2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), dilakukan sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku . 

I 

BAB XVI 

KETENTU'AN LATIN-LAIN 

Pasal138 

Untuk menjaga validitas nilai aset yang tertuang didalam Neraca Awal Daerah, Bupati 
dapat secara bertahap melakukan penilaian terhada~ seluruh Aset Daerah yang dilakukafl 
oleh Lembaga Independen bersertifikat bidang pekerjaan penilaian aset, dengan mengacu 
pada Pedoman Penilaian Aset Daerah yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. 

BAB XVlI 

KETENTUAN PER~LIHAN 

Pasal 139 

Sebelum Bendahara Ulllll1ll Daerah terhentuk, maka fUllgsi Bendahara Umum Daer~lh . 
sebagaiman dimaksud pada Pasal 43, 4~· , 45, 46, 47 dan 48 dilaksanakan oleh Bagian 
Keuangan Sekretariat Daerah dan Bagian U mum Sekretariat Daerah / Pembantu Kmisa 
Barang Daerah. 

Pasa) 140 

Deng<~n berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seg'lla ketentuan yang mengatur tentang . 
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan 
Peraturan Daerah ini. 
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BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 141 / 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Pasal142 

I 
Peraturan Daerah ini mdai berlaku pada tanggal diundangkan. 

I I 
I 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, /memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lemb~ran DaerJh Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Tasikm 
padatanggal: 19 2003 

I 
AH KARUPAlfEN 

.f1'A.,.~raIJA.LJAYA 

Drs. ACHMAD SALEH K. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 010 055107 

Ditetapkan di : Tasikmalaya 
Pada tanggal : 18 D~EMBER 2003 

~ T~SIKMALAY// 

, 

..J 

/' 
Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, MPd . 

LEMBARAN DAERAH KABUP AT EN T ASIKMALA Y A 
TAHUN 2003 - NOMOR29. SERI D 
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